
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2017 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   : a.  bahwa ketentuan mengenai tata naskah dinas 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 

Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011 tentang 

Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan 

sudah tidak sesuai dengan pedoman umum tata naskah 

dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip 

Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan untuk melakukan 

penyesuaian terhadap penataan organisasi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan, perlu mengatur 

kembali Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Perdagangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
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Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Perdagangan; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2008  Nomor 166); 

  2.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip 

Dokumen Permanen; 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PERDAGANGAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian 

Perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 terdiri atas: 
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a. Pendahuluan; 

b. Jenis dan Format Naskah Dinas; 

c. Pembuatan Naskah Dinas; 

d. Pengamanan Naskah Dinas; 

e. Kewenangan Penandatanganan; dan 

f. Pengendalian Naskah Dinas.  

(2) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan pimpinan 

unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. 

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011 

tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian 

Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Agustus 2017 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Agustus 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1183 
-5- 

www.peraturan.go.id


